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Abstract

This article will explore the Islamic world view on environmental development which is the
main problem of the world community today. One that did not receive much attention in this
study was the role of religion and all related components in contributing to the realization of
sustainable environmental development. These environmental issues are part of the SDGs
agenda which requires a new perspective through comparison with the maqasid shariah
framework, specifically to analyze the agenda of SDGs 2030 in Indonesia, especially the pillars
of environmental development with targets and priorities in realizing it. For this reason, text
interpretation and content analysis methods are used to examine sources of religious texts,
especially verses of the Qur'an that reveal the relationship between Islam, development, and
the environment, as well as road map documents and Indonesia’'s SDGs 2017-2030 policy. The
conclusion of this article emphasizes that the Qur'an as a source of the Islamic law that has a
philosophical foundation is operationalized through magasid shariah as the goals of Islamic
law set by Allah to realize goodness for humans through sustainable environmental
development and the application of environmental ethics for all human beings. for its
sustainability in the future.

Keywords: Holy Qur’an; Maqasid Shariah; SDGs; Environmental Ethics; Environmental
Sustainability

Abstrak

Artikel ini akan mengeksplorasi pandangan dunia Islam tentang pembangunan dan lingkungan
yang menjadi permasalahan utama masyarakat dunia saat ini. Salah satu yang kurang mendapat
perhatian dalam penelitian ini adalah peran agama dan semua komponen terkait dalam
berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Isu-isu
lingkungan tersebut merupakan bagian dari agenda SDGs yang membutuhkan perspektif baru
melalui perbandingan dengan kerangka kerja magashid syariah, khususnya untuk menganalisis
agenda SDGs 2030 di Indonesia, khususnya pilar pembangunan lingkungan dengan target dan
prioritas dalam mewujudkannya. Untuk itu, metode interpretasi teks dan analisis isi digunakan
untuk mengkaji sumber-sumber teks keagamaan terutama ayat-ayat al-QUran yang
mengungkap hubungan Islam, pembangunan, dan lingkungan, serta dokumen road map dan
kebijakan SDGs Indonesia 2017-2030. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa al-Qur'an
sebagai sumber hukum Islam yang memiliki landasan filosofis yang dioperasionalkan melalui
magqashid syariah sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah untuk
mewujudkan kebaikan bagi manusia melalui pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan
penerapan etika lingkungan bagi seluruh manusia untuk kelestariannya di masa mendatang.

Kata kunci: Al-Qur’an, Magashid Syariah, SDGs, Etika Lingkungan, Keberlanjutan
Lingkungan
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PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  dekade terakhir,
perekonomian Indonesia berkembang pesat.
Selama 30 tahun, PDB riil meningkat
hampir empat kali lipat dari USD 794.027
miliar (konstan 2010) pada tahun 1990
menjadi USD 3.046 triliun (konstan 2010)
pada tahun 2018 (OECD, 2019). PDB riil
Indonesia ini diproyeksikan akan terus
tumbuh sebesar USD 5,163 triliun pada
tahun 2030, yang akan menempatkan
Indonesia di antara lima ekonomi paling
kuat pada tahun 2030. Kemajuan ekonomi
yang menonjol ini diikuti oleh peningkatan
standar hidup seperti yang ditunjukkan oleh
peningkatan yang stabil dalam PDB riil per
kapita dan transformasi struktural dalam
perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini
dapat berdampak pada lingkungan dan

masyarakat, antara lain pencemaran,
penggundulan hutan, dan ketimpangan
pendapatan (Brodjonegoro, 2019),
hilangnya  lingkungan  global  dan

kemanusiaan (Kobayashi, et al., 2014),
pemanasan global yang berdampak negatif
terhadap populasi (Purnomo &
Widianingsih, 2012), dan peningkatan
guncangan cuaca ekstrem yang berdampak
dramatis pada populasi (Wodon, et al.,
2014) (O'Donnell & Wodon, 2015). Karena
itu, ancaman pemanasan global sebagai inti
dari SDGs (Sustainable Development
Goals) atau TPB (Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan) (Tsimpo & Wodon, 2016).

Pembangunan ekonomi di Indonesia
yang berdampak pada masalah lingkungan
telah diabaikan oleh para peneliti, terutama
peran agama dan spiritualitas yang
mencerminkan  kehidupan  beragama
masyarakat Indonesia dalam mewujudkan
tujuan pembangunan berkelanjutan.
Padahal agama sebagai doktrin dan ajaran
dapat memberikan motivasi keagamaan dan
menumbuhkan etika lingkungan bagi
manusia yang melakukan pembangunan
berkelanjutan tersebut. Peran agama,
spiritualitas, dan kepercayaan dalam
pembangunan masa lalu, sekarang, dan
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masa  depan harus
keberlanjutan untuk emansipasi  dan
penentuan nasib sendiri dengan
menerapkan tiga konsep inti teori Kritis,
yaitu landasan pengetahuan dalam konteks
sejarah, kritik melalui proses dialektika, dan
identifikasi potensi masa depan. Meskipun
beberapa penelitian telah menghasilkan
hubungan antara agama dan lingkungan
(Veldman, et al., 2012) (Jenkins, 2009),
tetapi untuk memastikan kesesuaian dan
keberlanjutan pembangunan di masa depan,
hubungan antara agama, spiritualitas, dan
iman sangat penting yang diintegrasikan

menunjukkan

dalam substansi pembangunan (Lunn,
2009).

Oleh karena itu, diperlukan model
baru SDGs yang mengedepankan

kesejahteraan tanpa konsumsi berlebihan
dan polusi sebagai kerangka yang berbasis
pada pengetahuan, spiritualitas, dan budaya
Islam lokal (Al-Jayyousi, 2016). Di sisi
lain, sekularisme sebagai strategi yang tepat
untuk  mengelola  pluralitas  secara
berkelanjutan justru meminggirkan institusi
yang penting bagi SDGs, sehingga menjadi
alasan untuk menolaknya (Ager & Ager,
2016). Dalam konteks pembangunan,
sebagian besar bantuan pembangunan saat
ini disalurkan melalui organisasi berbasis
agama, dan agama sendiri menegaskan
bahwa sumber daya manusia bukanlah
penghambat pembangunan. Bahkan aktor
agama berperan dalam proses SDGs itu
sendiri (Tomalin, et al., 2019).

Islam berwawasan lingkungan
bersumber dari Al-Qur'an yang
menekankan keseimbangan lingkungan dan
hal ini dapat dipertahankan melalui
penguatan etika dan kelembagaan Islam.
Penguatan  peran  legislatif  dalam
pengawasan atas pengembangan sumber
daya alam diperlukan untuk menjaga
lingkungan (Akhtar, 1996), peran tokoh
agama dalam memecahkan masalah
lingkungan (Beck, 1995), serta kelompok
agama dan komunitasnya dapat
mempengaruhi ~ pemerintah  terhadap
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tindakan terhadap kerusakan lingkungan
(Wardekker, et al., 2009; Nicinska, 2013).

Konsep pembangunan berkelanjutan
yang menerapkan strategi pembangunan
tradisional lebih menitikberatkan pada
pembangunan ekonomi secara menyeluruh
dengan mengabaikan masalah lingkungan,
ketimpangan, krisis keuangan, dan etika.
Ada solusi terkait penerapan konsep
pembangunan berkelanjutan yang
bersumber dari al-Qur'an sebagai pedoman
hidup manusia yang memberikan perspektif
dan etika dalam pengelolaan lingkungan
(Hossain, 2014).

Tulisan ini bertujuan untuk menggali
pandangan dunia Islam tentang lingkungan

yang bersumber dari al-Quran dan
implikasinya  terhadap  pembangunan
lingkungan berkelanjutan di Indonesia.

Beberapa aspek filosofis tentang alam
semesta, termasuk bumi dan lingkungan,
menjadi bagian awal dalam membahas
konsepsi lingkungan dan pengembangan
lingkungan yang berkelanjutan dengan
menganalisis sumber-sumber teks Al-
Qur'an. Bagian ini berfungsi sebagai titik
awal dalam memahami prinsip-prinsip etika
lingkungan dalam Islam. Bagian kedua
akan menggali konsep dan pilar SDG dan
kerangka dasar Magasid Syariah (MS) atau
tujuan-tujuan hukum Islam yang diterapkan
dalam pembangunan lingkungan
berkelanjutan.  Bagian  ketiga  akan
menganalisis kebijakan SDGs di Indonesia
dengan fokus pada pilar pembangunan
lingkungan yang memiliki 6 tujuan dari 17
SDGs dan menguraikan pilar-pilar tersebut
berdasarkan Road Map SDGs 2019. Bagian
ini juga menguraikan pentingnya etika
lingkungan sebagai dimensi utama dalam
mewujudkan pembangunan lingkungan
yang berkelanjutan itu sendiri.

LITERATURE REVIEW

Beberapa peneliti yang mempelajari SDGs
memfokuskan pada substansi materi di
masing-masing negara dan  strategi
pencapaiannya, agama dan lingkungan,
agama dan pembangunan berkelanjutan
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atau pembangunan lingkungan
berkelanjutan, dan kerangka Magashid
Syariah  (MS) untuk  pembangunan

lingkungan yang keberlanjutan. Studi-studi
ini cukup untuk memberikan kerangka
konseptual dan implementasinya dalam

pembangunan berkelanjutan dan
lingkungan.
SDGs merupakan strategi

pembangunan progresif yang mengadopsi
pendekatan multi-sektoral, berbasis hak,
dan berpusat pada masyarakat yang
menyatukan berbagai upaya global untuk
mengubah cara pembangunan diwujudkan
hingga tahun 2030 (Sidibe, 2016). Ada dua
tren penggunaan istilah keberlanjutan yang
sangat berbeda saat ini, yaitu model biasa
yang berfokus pada praktik keberlanjutan
yang dapat diadaptasi untuk menciptakan
sistem ekonomi dan sosial yang
berkelanjutan, dan mode yang lebih
mendasar dengan mempertanyakan banyak
pandangan dunia yang memicu ekonomi
pasar bebas (Walker, 2017).

Agenda SGDs yang terdiri dari 17
indikator bertujuan untuk mengentaskan
kemiskinan dan menciptakan kondisi
kesehatan yang lebih baik di negara maju
dan berkembang, meskipun tidak ada
kejelasan dalam menjawab tantangan
keberlanjutan sekarang dan di masa depan
(Leal Filho, et al., 2019). Salah satunya
terkait dengan hak asasi manusia, karena
SDGs ini dapat mendukung penegakan hak
asasi manusia (Winkler & Williams, 2017).
Dalam hal ini, ada tiga pendekatan teoritis,
yaitu lingkungan sebagai prasyarat untuk
menikmati hak asasi manusia, hak asasi
manusia sebagai alat untuk menangani
masalah lingkungan secara prosedural dan
substantif, dan mengintegrasikan hak asasi
manusia dan lingkungan dalam
pembangunan berkelanjutan (Boyle, 2020).
Jadi, pengakuan hak asasi manusia tentang
lingkungan hidup berupa penciptaan
lingkungan yang sehat bagi setiap orang.

Kerangka SDGs menunjukkan bahwa
tanggung jawab dalam dokumen kunci
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SDGs tetap berpusat pada negara-negara
dengan ruang besar untuk kedaulatan
negara, pengaturan diri, dan penghormatan
terhadap kondisi nasional, dan ketiganya
saling membangun (Bexell & Jonsson,
2017) untuk mengartikulasikan risiko
lingkungan. Faktor kunci keberlanjutan
mencerminkan pendekatan yang terkotak-
kotak yang gagal membentuk landasan
ilmiah untuk menghindari risiko dan
mempromosikan keberlanjutan, sehingga
perspektif holistik dan sains interdisipliner
penting untuk mendorong pengambilan
keputusan dan implementasi dengan
memastikan  manajemen  risiko yang
optimal dan mempromosikan keberlanjutan
(Kobayashi et al., 2014).

Sementara itu, institusi agama dapat
bekerja sama dengan organisasi yang fokus
pada lingkungan dan pembangunan untuk
memberikan model alternatif pendekatan
pelestarian lingkungan, dan
mengembangkan program untuk
pemeluknya (Finlay & Palmer, 2003).
Agama menjadi ciri integral dari
perkembangan manusia, tetapi agama
terpisah dari pembangunan sebagai bentuk
kesalahan mendasar dalam memahami
tujuan penciptaan manusia. Semua mitra
dan  pemangku  kepentingan  harus
memahami bagaimana bekerja dengan
organisasi keagamaan dalam mengatasi
tantangan teologis dan ideologis melalui
kemitraan dalam pembangunan
berkelanjutan (Sidibe, 2016). Dalam hal ini,
al-Qur’an sebagai sumber agama bagi para
pemeluknya menjadi penting bagi landasan
spiritual untuk membangun lingkungan
yang berkelanjutan.

Meskipun agama telah diabaikan
dalam pemikiran arus utama, kebijakan, dan
praktik pembangunan, sehingga
meningkatkan pemahaman tentang makna
agama dalam kehidupan individu, cara
agama berinteraksi dengan proses sosial
dan politik, dan sifat, tujuan, dan aktivitas
organisasi keagamaan sangat penting untuk
pembangunan  berkelanjutan  (Rakodi,
2012), tokoh agama dapat memainkan
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peran khusus dalam isu lingkungan dan
perubahan iklim (Tucker & Grim, 2001)
(Millais, 2006), dan partisipasi individu dan
kelompok agama melalui advokasi dan
membuat narasi  keberlanjutan  terkait
dengan kewajiban agama (Johnston, 2013).

Sementara itu, sejumlah seruan
ilmuwan, intelektual, dan tokoh dunia
tentang kepentingan tokoh agama juga
didukung oleh PBB (Karam, 2014).
Perpaduan ketiga unsur tersebut dapat
menunjukkan  kelompok agama dan
individu yang memiliki peran tertentu yang
perlu dilaksanakan, sementara agama juga
dalam beberapa hal dapat membantu
dengan solusi kompilasi untuk menjaga
kelangsungan bumi yang akan
dipertahankan untuk keberlanjutan bumi itu
sendiri (Pos, 2007).

Isu-isu teologis, moral, dan budaya
dalam masyarakat multi-agama saling
terkait yang mempengaruhi  proses
koeksistensi, kohesi, dan perkembangan
sosial, bahkan keberlanjutan komunitas itu
sendiri. Al-Qur’an yang mengandung
rumusan akhlak dan hukum Islam juga
mengarah pada keberlanjutan. Konsep-
konsep utama Islam dan nilai-nilai inti yang
terkait dengan pembangunan berkelanjutan
akan memberikan wawasan baru dalam
memahami dan mendorong pembangunan
untuk masyarakat multi-agama atau multi-
budaya (Grine et al., 2013). Dengan
demikian, pemahaman yang sama adalah
bahwa agama mendukung hubungan yang
harmonis antara manusia dan alam dan
pelestarian lingkungan sebagai kewajiban
moral, pemimpin agama memiliki otoritas
moral atas manusia terkait dengan etika
pribadi dan keadilan sosial sebagai kunci
perubahan sikap terhadap lingkungan dan
perubahan iklim, dan pemuka agama
memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi
terhadap jaringan yang luas melalui jamaah
dalam dakwah dan bentuk lain untuk tujuan
tertentu (Posas, 2007).

Pembangunan  berkelanjutan dan
implikasi kebijakannya terhadap masalah
lingkungan dapat dilihat dari perspektif
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Islam (Hasan, 2006). Dengan menggunakan
kerangka MS dan menganalisis ayat-ayat
Al-Qur'an, kebuntuan masalah lingkungan
memiliki solusi. Pendekatan Islam lebih
disetujui untuk perlindungan lingkungan
dan  isu-isu  seputar  pembangunan
berkelanjutan yang memiliki kompleksitas
moral, etika, sosial, dan politik, sehingga
ekonomi atau ekonom saja tidak dapat
menyelesaikan ~ masalah  lingkungan.
Pemerintah melalui kebijakan publik dan
perencanaan konsumsi dapat
mengembangkan kerangka kebijakan dan
pengaturan kelembagaan yang tepat untuk
mendorong  pola  konsumsi  dalam
perekonomian sesuai dengan MS (Khan,
2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan
beberapa tahapan untuk mengeksplorasi
SDGs tentang lingkungan dari perspektif
Islam dan menggambarkan kerangka MS
untuk  mewujudkan tujuan tersebut.
Langkah pertama adalah mempelajari
sejumlah studi tentang pembangunan
lingkungan berkelanjutan pada kebijakan
pemerintah Indonesia. Tujuan dari tahap
awal ini adalah untuk membandingkan,
membedakan, mengkritisi, dan mensintesis
berbagai perspektif SDGs, road map SDGs
Indonesia  2017-2030, dan  capaian
pemerintah Indonesia dalam pembangunan
lingkungan berkelanjutan.

Tahap kedua adalah memilih studi
yang paling relevan yang menunjukkan
hubungan antara Islam dan pembangunan
lingkungan yang berkelanjutan. Pada tahap
ini dilakukan penelusuran dan analisis
beberapa literatur yang membahas tema
dengan menerapkan metode interpretasi
teks dan analisis isi terhadap beberapa ayat

al-Quran dan tujuan syariah untuk
memberikan  perspektif baru tentang
pembangunan lingkungan yang

berkelanjutan. Metode ini juga digunakan
untuk membandingkan pilar SDGs dan
prinsip dasar MS yang menjelaskan konsep
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yang sama untuk mewujudkan tujuan
tersebut.

Tahap ketiga adalah melakukan
teknik analisis isi agenda pembangunan

lingkungan berkelanjutan di Indonesia
dengan kerangka MS. Tahap ini
menghasilkan  analisis  berupa etika

lingkungan yang bersumber dari ayat-ayat
Alquran yang dapat diterapkan dalam
program prioritas SDGs di Indonesia
hingga tahun 2030.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Al-Qur’an, Pandangan Dunia Islam, Dan
Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan
Istilah “keberlanjutan” bermakna suatu
interaksi antara sistem alam dan sistem
sosial dan pengaruh interaksi tersebut
terhadap tantangan keberlanjutan, yaitu
untuk memenuhi  kebutuhan generasi
sekarang dan yang akan datang, sedangkan
secara substansi istilah ini dimaksudkan
untuk  mengurangi  kemiskinan  dan
melestarikan sistem pendukung kehidupan
planet ini (Kates, 2011; Walker, 2017).
Sistem ini  sangat kompleks dan
mempengaruhi kemanusiaan serta
menghubungkan dan mengikat manusia
dengan lingkungan alam.

Dalam pandangan dunia
keberlanjutan, manusia atau siapa pun tidak
memiliki kekuasaan atas bumi, karena
manusia adalah bagian integral dari bumi
itu sendiri. Dalam hal ini, keberlanjutan
menggunakan pandangan dunia yang
dikenal dengan istilah “deep ecology”,
pandangan yang lebih berdimensi spiritual
daripada berdimensi ilmiah. Secara teori,
keberlanjutan sebagai pertumbuhan
kekayaan pribadi yang tidak terbatas
diinginkan, sedangkan secara ekologis,
kebebasan individu dan semua masyarakat
bukanlah segalanya. Secara keseluruhan
sebagai milik yang harus seimbang dengan
barang dan kebutuhan publik, serta aspirasi
generasi mendatang.

Namun perkembangan keberlanjutan
ini memperoleh fakta tentang permasalahan
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bumi, khususnya isu lingkungan yang
semakin meningkat dan mengkhawatirkan
kehidupan yang ada di dalamnya (Mcleod
& Palmer, 2015). Dalam hal ini, agama-
agama dunia telah disepakati sebagai
penggerak utama konservasi
keanekaragaman hayati, kolaborasi khusus
antara kelompok agama dan kelompok
konservasi  dalam  mencapai  hasil
konservasi lingkungan. Dalam menerapkan
konsep dan strategi untuk mencapai SDGs,
faktor manusia dapat berkontribusi atau
sebaliknya menghambat tujuan tersebut
(Abdulrachman, 2011).

Faktor manusia dari komponen
perilaku dapat menghambat SDGs,
sehingga diperlukan pendekatan holistik
untuk mengatasi masalah ini karena
penurunan nilai moral dalam masyarakat
berkontribusi pada bahaya lingkungan yang
mempersulit kehidupan di masa depan.
Kerusakan lingkungan secara tidak
langsung dapat disebabkan oleh bencana
alam, sehingga al-Qur’an memandang
bahwa kerusakan lingkungan dapat
diminimalisir dengan keyakinan seseorang
yang dilakukan dalam bentuk tanggung
jawab moral terhadap lingkungan itu
sendiri.

Dialog tentang isu-isu pembangunan
global melalui kemitraan antara lembaga-
lembaga pembangunan dan agama-agama
yang memiliki kesamaan tekad diperlukan
untuk mengentaskan kemiskinan.
Pengalaman-pengalaman tersebut
merupakan potensi kemitraan dalam
penerapan agama oleh umat beragama yang
terlibat dalam  mewujudkan  SDGs
(Marshall & Van Saanen, 2007). Demikian
juga kemitraan antara Timur dan Barat
mempromosikan keragaman budaya secara
bersama-sama dalam mewujudkan SDGs.
Namun, integrasi antara Islam dan
pembangunan berkelanjutan lebih berfokus
pada dimensi sosial, manusia, dan ekonomi
(Al-Jayyousi, 2016).

Sementara itu, Walker (2017)
menyebutkan bahwa ada dua pendekatan
yang berbeda untuk keberlanjutan.
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Pertama, pendekatan berbasis sains-
holistik, yang melihat sistem daripada
proses, jaringan daripada individu dan skala
analisis, seperti fraktal daripada
reduksionisme. Kedua, agenda yang jauh
lebih normatif. Tidak adanya jawaban
ilmiah tentang kebutuhan manusiaa atau
berapa banyak kebutuhan masa depan,
sehingga nilai-nilai, keyakinan, dan politik
sebagai dorongan bagi semua orang yang
mengedepankan keinginan, kebutuhan, dan
aspirasi berguna yang diberikan untuk
kebaikan orang lain, kelompok, komunitas,
bangsa, bahkan dunia.

Secara khusus, nilai-nilai Islam dapat
digunakan sebagai dasar untuk
menyelesaikan  konflik ~ dan  krisis
lingkungan, keuangan, dan sosial, serta
mendefinisikan kerangka kerja
keberlanjutan terkait dengan perspektif
lokal, regional, dan global (al-Jayyousi,
2016). Pandangan ini menekankan peran
pendidikan dalam menghasilkan inovasi,
kreasi, dan pengembangan pengetahuan
untuk  mendukung paradigma  baru
pembangunan berkelanjutan yang
mengubah pemahaman tentang bagaimana
menciptakan kehidupan yang baik, di luar
konsumerisme dan produksi limbah yang
merusak lingkungan. Untuk menegaskan
hal tersebut, Khalid (2002) menyatakan
bahwa Islam bukan hanya agama tetapi juga
agama yang mengatur tata cara hidup
manusia yang melebihi pelaksanaan ritual,
karena terdapat kode etik yang terintegrasi
terkait dengan mensucikan diri dan
sekaligus memiliki hubungan dengan
tatanan alam. Islam memiliki pendekatan
holistik yang memadukan tugas dan
kewajiban agama yang diarahkan agar
manusia berakhlak mulia dan memelihara
alam semesta sebagai satu kesatuan yang
diperlukan untuk keberlangsungannya.
Pandangan dunia Islam tentang
keberlanjutan dari al-Qur’an cukup unik.
Studi paling awal dilakukan oleh Nomani &
Rahnema (1994), Chapra (1993), dan
Chapra et al., (2008) yang menguraikan
sistem ekonomi Islam, pembangunan, dan

Al-Mustashfa, Vol. 07, No. 02, Desember 2022



konsep keberlanjutan. Kelangsungan hidup
di muka bumi didasarkan pada keyakinan
Islam, yaitu kesatuan atau keesaan (tauhid)
Sang Pencipta, Tuhan yang sama (Allah
dalam bahasa Arab) dari agama monoteistik
lainnya, Yudaisme dan Kristen (Khalid,
2002). Tauhid merupakan paradigma yang
berdimensi ontologi, epistemologi,
antropologi, dan  teleologi untuk
membangun kerangka indeks pembangunan
manusia (IPM) (Aydin, 2019). Prinsip
keesaan ini menekankan pentingnya iman
yang diterapkan dalam memahami segala
ciptaan alam sebagai bagian dari manusia
untuk beribadah kepada-Nya. Manusia
dapat dikatakan memiliki keimanan jika

memikirkan sifat-sifat tersebut untuk
mewujudkan kesejahteraan seluruh
makhluk  hidup, termasuk menjaga

lingkungan demi kelestarian ekosistem. Ini
disebut pandangan dunia Islam tentang
keberlanjutan. Konsep keberlanjutan ini
berpedoman pada norma-norma dan nilai-
nilai Islam.

Pendekatan baru dalam kajian SDGs
dari perspektif Islam dapat
diimplementasikan dari trilogi hubungan
manusia, yaitu hubungan manusia dengan
Tuhan, hubungan manusia dengan sesama
manusia, dan hubungan manusia dengan
lingkungan (Dariah, Salleh, & Shafiai,
2016). Islam tidak hanya mengedepankan
tiga hubungan sebagai  perwujudan
kekuatan spiritual, tetapi juga menyediakan
mekanisme hubungan timbal balik bagi
pembangunan manusia dan pengembangan
sistem di bidang ekonomi, sosial,
pendidikan, dan pemerintahan.

Pandangan dunia Islam berasal dari al-
Qur'an yang menegaskan bahwa Allah
menciptakan alam semesta dan setiap atom
dan molekul yang dikandungnya, dan
hukum-hukum penciptaan alam mencakup
unsur-unsur  keteraturan, keseimbangan,
dan proporsi, misalnya, yang disebutkan
dalam al-Qur'an dalam surah al-Mulk ayat 2
dan Yunus ayat 5. Dengan demikian, ada
sistem akidah Islam yang memiliki tiga
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aspek: 1) sistem nilai inti yang ditetapkan
oleh Islam (Islam itu sendiri yang berarti
tunduk dan tegas); 2) iman sebagai
kepercayaan teologis kepada Allah,
Pencipta segala sesuatu; dan 3) perilaku
pribadi yang baik sebagai kualitas setiap
orang yang memiliki komitmen terhadap
kebenaran atau ketakwaan (Khalid, 2002).

Dalam pandangan dunia Islam, Allah
telah menciptakan alam semesta untuk
kepentingan ~ semua  manusia  dan
menjadikan sumber daya bumi tersedia bagi
manusia yang memiliki tanggung jawab
untuk melestarikan dan memanfaatkannya
secara rasional. Pada saat yang sama, Allah
telah memberikan kepada umat manusia
kemampuan vyang dibutuhkan untuk
memahami alam semesta, lingkungan, dan
kehidupan, baik ayat-ayat Al-Quran
maupun ayat-ayat kauniyah (alam semesta).
Manusia  berkewajiban ~ menghormati
hukum alam dan menjamin keadilan serta
kelestarian sumber daya alam tersebut
karena segala upaya dan tindakan manusia
merupakan bentuk ibadah kepada Allah
(Al-Jayyousi, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas,
pandangan dunia Islam tentang lingkungan
erat  kaitannya  dengan  nilai-nilai
kemanusiaan. Dengan demikian, prinsip-
prinsip eko-etika yang diturunkan dari
pandangan dunia Islam tentang alam
semesta memiliki makna dan nilai bagi
kelangsungan hidup manusia di alam
(Gada, 2014). Prinsip-prinsip  etika
lingkungan meliputi tiga prinsip: 1) prinsip
tauhid atau kesatuan yang menegaskan
bahwa Tuhan itu ada, adalah satu, mutlak,
transenden, dan merupakan pencipta alam
semesta, dan satu-satunya sumber segala
nilai; 2) prinsip khalifah terkait tanggung
jawab manusia di muka bumi yang
bersumber dari pandangan dunia Islam
yang menegaskan bahwa Allah
menciptakan manusia dan
menganugerahkan kedudukannya sebagai
hamba untuk mengatur dan memakmurkan
segala yang ada di bumi (Syaikh, 2018).
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Manusia mengelola pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara
bertanggung jawab; dan 3) prinsip tanggung
jawab sebagai konsekuensi dari peran
kepemimpinan manusia yang menerima
amanah dari Allah untuk mendatangkan
kemakmuran bagi bumi. Jadi, manusia ini
memiliki tanggung jawab utama dalam
mewujudkan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, visi al-Qur’an
tentang keadilan sosial, ekonomi dan
lingkungan merupakan etika kemanusiaan
universal yang harus diwujudkan oleh
setiap orang. Dalam model ekonomi Islam
yang didasarkan pada keadilan komunal
dan mendorong inovasi individu (ijtihad),
manusia dihadirkan sebagai penanggung
jawab kelestarian lingkungan di alam
semesta dan diperhitungkan di masa depan.
Islam mewajibkan setiap orang untuk
mencegah perbuatan yang menyebabkan
lingkungan ini menjadi rusak, iklim yang
semakin panas akibat penipisan lapisan
ozon, dan mempersiapkan keberlangsungan
kehidupan alam ini.

Kerangka
Pencapaian
Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya
sadar terencana yang mengintegrasikan
lingkungan hidup termasuk sumber daya ke
dalam  proses pembangunan  untuk
menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan
kualitas hidup generasi sekarang dan
mendatang. Untuk itu, ada tiga hal utama
yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan
sumber daya alam secara bijaksana,
pembangunan berkelanjutan  sepanjang
zaman, dan peningkatan kualitas hidup
generasi. Namun, pembangunan
berkelanjutan tidak hanya menekankan
pada kegiatan ekonomi yang optimal, tetapi
tetap menjaga ekologi lingkungan sekitar.
Pembangunan  berkelanjutan  menuntut
pemanfaatan lingkungan sumber daya alam
tidak hanya pada masa sekarang tetapi akan
optimal di masa yang akan datang.

Magqgashid  Syariah  Untuk
Pembangunan Lingkungan
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Guney  (2019) menggambarkan
pembangunan  berkelanjutan  sebagai
variabel di persimpangan lingkungan yang
memiliki tiga dimensi, yaitu lingkungan,
sosial dan ekonomi. Ketiga dimensi tersebut
dapat diilustrasikan pada Gambar 1 di
bawah ini:

Economics |

Sumber: Azapagic and Perdan (2000)

Gambar 1. Dimensi dan Lima Pilar
Pembangunan Berkelanjutan

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan
bahwa perekonomian menggunakan bahan
dan energi dalam produksi yang diperoleh
dari lingkungan dengan tujuan
menghasilkan barang dan jasa untuk
kebutuhan masyarakat yang menghasilkan
emisi dan  pencemaran lingkungan.
Produksi berjalan sambil menyebabkan
pencemaran lingkungan. Oleh karena itu,
lingkungan yang tercemar oleh proses
tersebut harus dilindungi agar generasi
mendatang dapat menggunakannya untuk
kebutuhan mereka (Guney, 2019). Dalam
hal ini, ada lima pilar dalam SDGs, yaitu
planet, people, kemakmuran, perdamaian,
dan kemitraan sebagai landasan untuk
mencapai tujuan tersebut dan saling terkait
satu sama lain.

SDGs erat kaitannya dengan upaya
mencapai keberlanjutan alam semesta dan
kehidupan manusia di  bumi yang
menitikberatkan pada pencapaian
kesejahteraan masyarakat tanpa merusak
lingkungan. Dalam hal ini, Ibrahim et al.
(2011) menegaskan bahwa pembangunan
dalam sistem ekonomi Islam bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.
Untuk itu SDGs harus sejalan dengan tujuan
fundamental hukum Islam yang dikenal

Al-Mustashfa, Vol. 07, No. 02, Desember 2022


https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504509.2019.1595214
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504509.2019.1595214

dengan MS, yaitu mencegah kerusakan dan
mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat
manusia (Ibrahim, et al., 2019). Menurut
Sardar (2003), pembangunan ekonomi
harus sejalan dengan tujuan utama syariah
ini yang bersifat inklusif, adil dan
menyeluruh, meliputi aspek kehidupan
material dan non material. Istilah syariah
berarti sistem etika dan nilai-nilai yang
mencakup semua aspek kehidupan secara
tidak berubah dan sarana utamanya untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak
dapat dipisahkan atau diisolasi dari
keyakinan dasar, nilai-nilai, dan tujuan
Islam.  Dengan  demikian, syariah
mencerminkan pandangan Islam yang
holistik sebagai pedoman hidup yang utuh
dan terpadu yang mencakup semua aspek
kehidupan, baik individu maupun sosial,
untuk  mencapai  keselamatan  atau
kemakmuran dalam hidup tidak hanya di
dunia tetapi juga di akhirat.

Dalam memahami syariah, seseorang
harus memahami tujuan (maqashid) agar
memiliki ~ kemungkinan  fleksibilitas,
dinamisme, dan kreativitas dalam kebijakan
sosial (Hallag, 2004). Tujuan syariat Islam
atau MS adalah untuk memajukan
kesejahteraan seluruh umat manusia, yang
terletak pada pelestarian atau perlindungan
agama atau iman (hifzh al-din), jiwa atau
kehidupan manusia (hifdz al-nafs), akal atau
intelektual (hifdz al-'agl), martabat atau
keturunan (hifdz al-nasl), dan kekayaan
atau harta benda (hifdz al-mal). Kelima
tujuan tersebut mencakup semua orang
yang akan menjamin perlindungan dalam
melayani kepentingan umum (Al-Ghazali,
2013; Al-Syatibi, 2003; Chapra, 2016).
Syariah  didasarkan pada pemberian
manfaat kepada individu dan masyarakat,
dan hukum dirancang untuk melindungi
manfaat ini dan memfasilitasi peningkatan
dan kesempurnaan kehidupan manusia di
dunia yang juga sesuai dengan tujuan
akhirat (Al-Syatibi, 2003; Al-Raysuni,
2006; Mohammad & Shahwan, 2013;
Jaelani, 2019).

Dengan demikian, MS merupakan
kerangka kerja untuk merumuskan konsep

dan

indikator

yang digunakan dalam

kebijakan dan target dalam SDGs. Hal

tersebut

dapat

dilihat

pada

model

pengembangan lima prinsip dasar MS dan
lima pilar SDGs pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Lima Prinsip Dasar MS dan Lima

Pilar SDGs
s Tan B o
Agama a. Manusia memiliki Orang, a. Untuk mengakhiri
tanggung jawab untuk masyaraka kemiskinan dan
mengelola alam t kelaparan
semesta sebagai bagian b. Menjamin
dari kewajiban agama terpenuhinya
b. Manusia tidak potensi manusia,
membuat kerusakan di martabat,
muka bumi kesetaraan dalam
¢. Manusia harus lingkungan yang
bertindak efisien dalam sehat
penggunaan sumber
daya
d. Mewujudkan
masyarakat yang
damai, adil, dan
inklusif
Nyawa, a. Manusia sebagai Planet a. Melincungi planet
Kehidupa makhluk potensial dari degradasi
n memiliki tugas utama melalui konsumsi
mengelola dan dan produksi serta
mensejahterakan bumi mengelola SDA
b. Kewajiban manusia b. Mengambil
untuk menciptakan tindakan cepat
kebaikan dalam perubahan
iklim
Akal a. Manusia memiliki Keluarga a. Mewujudkan
potensi akal dalam kehidupan yang
menciptakan teknologi sejahtera bagi
untuk mengelola bumi seluruh manusia
dan SDA b. Menyelaraskan
b. Manusia memikirkan kemajuan
seluruh alam semesta ekonomi, sosial,
dalam memuliakan dan teknologi
kebesaran Tuhan dan dengan alam
menikmati segala
karunia-Nya untuk
memenuhi kebutuhan
hidup dan melanjutkan
hidupnya
Keturunan a. Mewujudkan Perdamaia  Membina masyarakat
, Keluarga kelangsungan hidup n yang damai, adil dan
manusia dengan inklusif yang bebas
langkah-langkah dari ketakutan dan
efisiensi dalam kekerasan
memenuhi kebutuhan
konsumsi energi untuk
generasi mendatang
b. Mengembangkan
energi baru terbarukan
dan konservasi energi
untuk penghematan
energi yang berdampak
pada kehidupan
manusia di masa depan
Hak a. Melaksanakan Kerjasama  Memobilisasi
Milik, lingkungan sebagai kemitraan global
Harta kewajiban agama untuk mencapai
Benda b. Melakukan pembangunan
eksploitasi dan berkelanjutan yang
perusakan berfokus pada
lingkungan hidup, kebutuhan
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Pilar
SDGs

Prinsip

Dasar MS Tujuan

Tujuan

serta kesalahan
dalam pengelolaan
sumber daya alam
sebagai perbuatan
jahat

masyarakat termiskin
dan paling rentan.

Sumber: data primer, diolah (2022)

Pada Tabel 1 tersebut, kelima prinsip
dasar MS dan lima pilar SDGs memiliki
materi dan substansi yang sama, Yyaitu
mewujudkan kesejahteraan manusia dengan
mengembangkan lima prinsip dalam
pembangunan lingkungan berkelanjutan.
Pembangunan lingkungan yang
berkelanjutan merupakan kewajiban setiap
orang berupa perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup dari segala tindakan
perusakan dan eksploitatif  terhadap
lingkungan. Dalam konteks ini, lima prinsip
dasar MS dapat dikembangkan secara
harmonis melalui penjabaran SDGs tentang
lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup
sebagai tugas dan tanggung jawab manusia
yang mencerminkan hubungan antara
makhluk hidup dengan lingkungannya dan
untuk menjaga keseimbangan ekologi yang
diciptakan oleh Tuhan. MS ini selalu
mengacu pada tiga prinsip (Rauf, 2015)
atau meliputi 3 tingkat kebutuhan manusia
dalam memanfaatkan lingkungan, yaitu
daruriyyat (prioritas), hajiyyat (kebutuhan),
dan tahsiniyyat (penyempurnaan, moralitas)
(Gambar 2).
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Toa gy v wich s o e coals ot aen ol b o i Rafiaments inchn e gl naiog o b perfichin od bamifcatonof
of i cormmaty, o g problin andpravvi B et mmmmo :rzm!mkmmn% kel nds
from danap 2o ol o el o oot emmy offiey, focho aad oty ool el e st a condickty
samemabl sy and comarvion of s erviroenct s meh:err\mumbhmwﬂde\w.w

N arn imgortaa i i i e s B e
!r:dea'wum‘nnm amporion Lot
ommmimmm

Nmm eeds

Hipum

F F I

129

Gambar 2. Magashid Syariah dan 3 Tingkat
Kebutuhan untuk Pembangunan Lingkungan
Berkelanjutan

Dalam ekonomi Islam, beberapa nilai
etika yang terdapat dalam teks-teks Al-
Quran yang berkaitan dengan pelestarian
lingkungan antara lain keadilan, kebaikan,
tanggung  jawab, dan  pelestarian
lingkungan. Nilai-nilai lingkungan
universal ini dapat mengatasi tantangan
kelestarian lingkungan di masa depan.
Prinsip-prinsip etika ini dapat dimasukkan
ke dalam  model ekonomi  untuk
mengembangkan kebijakan yang dapat
melindungi nilai-nilai ini dengan lebih baik
dan pada saat yang sama menjadi bagian
utama dari pembangunan lingkungan yang
berkelanjutan.

Hasan (2006) menjelaskan bahwa
pembangunan berkelanjutan berpusat pada
kekhawatiran akan memburuknya kualitas
lingkungan sehingga diperlukan moderasi
dalam konsumsi, larangan penggunaan
sumber daya alam secara eksploitatif, dan
perintah untuk menjaga keseimbangan
alam. Karena itu, penerapan MS
berorientasi pada pencapaian pembangunan
lingkungan yang berkelanjutan. Secara
konseptual, misalnya, Vezzoli et al. (2018)
menyatakan bahwa SDGs nomor 7 dari
Agenda Aksi Global menganjurkan
perlunya memastikan akses ke energi yang
terjangkau, andal, berkelanjutan, dan
modern untuk semua. Goal 7 yang harus
dicapai pada tahun 2030 dapat dikaitkan
dengan kerangka MS, seperti pada Tabel 2
di bawah ini:

Tabel 2. SDGs untuk Energi, Dimensi
Lingkungan Berkelanjutan, dan Magashid

Syariah
Dimensi . . -
0. 7 (Energi) Lingkungan Svariah Svariah
Berkelanjutan yaria yaria
Pastikan akses Kebijakan Pelestarian Esensi
universal ke pengendalian perlindunga (daruriyat)
layanan polusi, limbah, n agama
energy yang dan daur ulang
terjangkau, yang baik
andal, dan
modern
Meningkatkan Konservasi Pelestarian Komplemente
secara energi atau r (hajiyat)

substansial
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Dimensi

Dimensi Kriteria

SDGs Target Pembangunan . :
No. 7 (Energi) Lingkungan h/slaqa§hr:d Nslaqa_sh':d
Berkelanjutan yaria yaria

pangsa energy perlindunga

terbarukan n kehidupan

dalam bauran

energy global

Menggandaka Tidak Perlindunga Pendirian

n tingkat melakukan n intelek (tahsiniyat)

peningkatan halOhal yang

efisiensi merusak

secara global lingkungan

Meningkatkan Melakukan Pelestarian

kerjasama inisiatif untuk atau

internasional mempromosika perlindunga

untuk n tanggung n anak cucu

memfasilitasi jawab

akses ke lingkungan

penelitian dan

teknologi

energi bersih

Memperluas Pelestarian

infrastruktur atau

dan perlindunga

meningkatkan n properti

teknologi

untuk

memasok

layanan

energy modern

dan

berkelanjutan

untuk semua

di Negara

berkembang
Sumber: data primer, diolah (2022)

Dengan  demikian, MS telah

menyediakan  kerangka kerja  untuk
pembangunan lingkungan yang

berkelanjutan yang bersumber dari ayat-
ayat Al-Qur'an yang membimbing manusia
dalam pembangunan dengan menjaga
keseimbangan lingkungan dan
keanekaragaman hayati. Prinsip
pembangunan berkelanjutan yang ada
dalam kerangka MS telah memberikan
perspektif bahwa kegiatan manusia harus
mendukung lingkungan, melindungi hak-
hak masyarakat, dan tidak membahayakan
esensi pembangunan sosial ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan sekarang dan masa
depan.

Etika Lingkungan Untuk Pembangunan
Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia

Diskusi lintas budaya yang berfokus pada
nilai-nilai budaya yang mendasari alam
sangat penting dalam  menghadapi
tantangan lingkungan global, seiring
dengan munculnya masalah lingkungan,
terutama di dunia Muslim (Firdaus, 2012a).
Cendekiawan Muslim telah mendesak
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untuk kembali ke cita-cita Islam yang

mencerminkan pandangan sakramental
alam semesta fisik dengan
memperjuangkan kebangkitan ilmu

pengetahuan Islam yang mensintesis studi
empiris dan kognisi simbolik (Wersal,
2017). Kajian ilmiah tentang agama dan
ekologi ini menempatkan pentingnya model
agama dalam memahami tempat manusia di
alam. Islam memberikan prinsip-prinsip
etika yang rinci tentang lingkungan, tetapi
mayoritas negara Muslim menunjukkan
kepedulian yang kurang nyata terhadap
masalah lingkungan (Saniotis, 2012).
Isu-isu global dalam SDGs telah
dimasukkan dalam visi jangka panjang
Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa
masalah yang dihadapi oleh populasi global
juga relevan dengan tantangan
pembangunan Indonesia saat ini. Komitmen
Indonesia untuk mencapai SDGs tidak
hanya memenuhi kesepakatan global tetapi
juga mencapai visi Indonesia untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khusus
di Indonesia dengan 1.340 suku bangsa
yang beragam budaya, bahasa dan
kepercayaan,  diperlukan  pendekatan
multidisiplin yang juga melibatkan berbagai
pemangku  kepentingan  mulai  dari
pemerintah, akademisi, LSM, sektor
swasta, dan seluruh masyarakat untuk
mencapai tujuan di  SDGs dengan
menentukan skala prioritas pada tujuan dan
sasaran. Menurut Brojonegoro (2019),
pengutamaan target dan target
memperhitungkan target mendesak sebagai
prioritas dan memiliki pengaruh paling
tinggi di antara target lainnya. Isu utama
direduksi menjadi bidang kesehatan,
pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan
pangan, dan pertanian berkelanjutan,
infrastruktur,  jasa  ekosistem,  dan
keanekaragaman hayati, serta pembiayaan
untuk penyelenggaraan pemerintahan SDG.
Indonesia  berkomitmen untuk
berhasil  mengimplementasikan  SDGs
dengan mencapai agenda pembangunan
2030. Berkaitan dengan hal tersebut,
Peraturan Presiden Rl No. 59/2017 tentang
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Pelaksanaan SDGs  di Indonesia
mengamanatkan Kementerian
PPN/Bappenas untuk menyediakan

Roadmap SDGs Indonesia (Brojonegoro,
2019). Pendekatan holistik digunakan untuk
merancang 17 SDGs yang implementasinya
dirancang dengan  kebijakan  yang
sistematis, strategi implementasi yang
komprehensif, dan kerjasama dengan
banyak pemangku kepentingan karena salah
satu tujuan berkaitan dengan tujuan lainnya.
Kajian keterkaitan tujuan dan target SDGs
disusun secara komprehensif berdasarkan
analisis keterkaitan tujuan dan target SDGs
Indonesia yang menghasilkan Roadmap
SDGs 2017-2030.

Sumber: Brojonegoro (2019)
Gambar 3. SDGs dan Pemetaan Keterkaitan
antara 17 Tujuan

Sebelumnya, dokumen metadata
Indikator SDGs Indonesia terbagi menjadi
empat dokumen besar yang tidak dapat
dipisahkan, yaitu: (1) Pilar pembangunan
sosial yang mencakup Sasaran 1, 2, 3, 4, dan
5; (2) Pilar pembangunan ekonomi yang
meliputi Sasaran 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) Pilar
pembangunan lingkungan yang mencakup
Sasaran 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4)
Pilar pembangunan hukum dan tata kelola,

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia
(Yusuf & Darajati, 2017).

Peta jalan SDGs ini terdiri dari
kondisi eksisting dan skenario proyeksi
untuk beberapa indikator yang diikuti
dengan arah kebijakan untuk setiap
indikator atau tujuan SDGs (Brojonegoro,
2019). Berdasarkan metadata indikator
SDGs pada pilar pembangunan lingkungan,
ada 6 SDGs yang tercakup, yaitu: 1) Tujuan
6: air bersih dan sanitasi yang bertujuan
untuk  menjamin  ketersediaan  dan
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua; 2) Tujuan 11:
menjadikan kota dan permukiman inklusif,
aman, tangguh, dan berkelanjutan; 3)
Tujuan 12: menjamin pola produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan; 4) Tujuan 13:
mengambil tindakan cepat untuk mengatasi
perubahan iklim dan dampaknya; 5) Tujuan
14: melestarikan dan memanfaatkan sumber

daya kelautan dan kelautan secara
berkelanjutan untuk pembangunan
berkelanjutan; dan 6) Tujuan 15:
melindungi, memulihkan, dan

meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem darat, mengelola hutan secara
berkelanjutan, menghentikan penggurunan,
memulihkan  degradasi  lahan, dan
menghentikan hilangnya keanekaragaman
hayati.

Target dan kebijakan SDGs terkait isu
lingkungan, seperti Tujuan 6: Air Bersih
dan Sanitasi yang telah dirumuskan dalam
Road Map SDGs 2017-2030 dapat dirinci
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Target dan Kebijakan Tujuan 6 SDGs

Kebijakan tujuan 6 air dan Sanitasi yang bersih

yaitu Tujuan 16. Indikator metadata ini D al
Arah Kebijakan 2020-2024 Arah Kebijakan 2025-2030

disusun untuk memberikan pemahaman dan Strategi Strategi

Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan air
minum yang lebih baik

pemahaman yang sama tentang setiap

indikator yang akan digunakan oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam perencanaan,

A. 75% akses ke layanan air A. Akses 100% ke layanan air
minum yang lebih baik minum yang lebih baik

Meningkatkan tata kelola yang Meningkatkan tata kelola yang
baik untuk penyediaan air minum  baik untuk penyediaan air minum
yang aman bagi semua orang yang aman bagi semua orang

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan SDG. Metadata ini juga

Pelestarian sumber daya air baku, ~ Meningkatkan kapasitas operator
optimalisasi pemanfaatan sumber ~ dalam penyediaan air minum
daya air baku (seperti bendungan)  yang aman

dan pemanfaatan teknologi yang

efisien

menjadi acuan untuk mengukur pencapaian
SDGs Indonesia  sehingga  dapat
dibandingkan dengan negara-negara lain di

dunia serta dapat diperbandingkan antar
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Kebijakan tujuan 6 air dan Sanitasi yang bersih

Arah Kebijakan 2020-2024

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi Strategi

Meningkakan kapasitas operator
dalam penyediaan air minum
yang aman

Percepatan pembangunan

infrastruktur sistem air minum
yang aman bagi masyarakat

B. Dukungan finansial untuk

peningkatan pengembangan

pelayanan air minum sekitar
24,5 juta SR hingga 2024

B. Dukungan finansial untuk

peningkatan pengembangan

pelayanan air minum sekitar
35,53 juta SR hingga 2030

Perubahan perilaku masyarakat
untuk mendukung konservasi
sumber daya air dan penyediaan

air minum yang aman air minum yang aman

Perubahan perilaku masyarakat
untuk mendukung konservasi
sumber daya air dan penyediaan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi

yang lebih baik

Layanan sanitasi berkelanjutan

Meningkatkan akses terhadap

sanitasi yang bersih dan aman

Memprioritaskan kondisi yang
memadai untuk layanan yang
berkelanjutan di tingkat
kabupaten dan memastikan
komitmen pemerintah daerah

tidak hanya sanitasi dasar

Meningkatkan akses universal
terhadap sanitasi yang layak,

Melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk akses sanitasi
yang aman (terpusat atau
terlokalisir)

yang tidak diolah

Mengurangi separuh air limbah

Meningkatkan dukungan finansial

Sumber: Brojonegoro (2019)

Persentase rumah tangga yang
memiliki akses air minum yang aman dan
sanitasi yang bersih diproyeksikan akan
terwujud hingga tahun 2030 seperti terlihat
pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap air minum yang aman
dan sanitasi yang bersih

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke
Air Minum yang Aman

Tahun Baseline Intervensi
2015 58.92 58.92
2019 64.53 64.05
2024 69.63 79.82
2030 75.75 100

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Sanitasi Bersih

Tahun Baseline Intervensi
2015 67.95 67.95
2019 77.83 76.78
2024 89.88 90
2030 100 100

Sumber: Brojonegoro (2019)

Dalam hal ini, untuk mengidentifikasi
cara yang lebih baik untuk memahami
dimensi praktis etika lingkungan dengan
mengeksplorasi  konsep  pembangunan
berkelanjutan yang memiliki pengaruh
signifikan dalam mengubah teori etika
lingkungan menjadi praktik. Oleh karena
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itu, semua agenda dan kebijakan yang telah

ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan
pembangunan berkelanjutan dapat
dianggap sebagai  perwakilan  tidak
langsung dari dimensi praktis etika
lingkungan.

Etika lingkungan ini menjadi prioritas
karena dampak lingkungan yang terkait
dengan penggunaan sumber daya air dan
energi merupakan salah satu masalah yang
paling signifikan bagi industri
pertambangan, yang membutuhkan adopsi
solusi baru sejalan dengan Tujuan 6 Air
Bersih dan Sanitasi. Saat ini, tantangannya
adalah  mengubah kekayaan mineral
menjadi peluang pembangunan sekaligus
menjawab kebutuhan generasi mendatang.
Ini secara khusus tentang menginvestasikan
sumber daya yang tidak terbarukan dalam
menerapkan strategi untuk mempromosikan
penggunaan sumber energi terbarukan dan
tidak terbarukan secara efisien (Londofio, et

al., 2020).

Adapun untuk mengangkat
pembangunan berkelanjutan ke etika
lingkungan  global, Marsuki  (2009)

menjelaskan bahwa ada dua pendekatan
yang terlibat: 1) masyarakat global berbagi
sistem etika yang sama dalam bentuk
konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk
menjadi  etika global baru, konsep
pembangunan berkelanjutan membutuhkan
setidaknya penilaian etis, sistem nilai, dan
kewajiban moral seseorang; dan 2)
asimilasi  prinsip-prinsip  umum konsep
tersebut ke dalam berbagai latar belakang
sistem etika dunia. Untuk tujuan ini, prinsip
umum pembangunan berkelanjutan perlu
diasimilasi ke dalam sistem etika lokal.
Dalam kaitan ini, Islam sebagai
agama dapat dilihat sebagai salah satu
sistem etika paling otoritatif yang dapat
dipraktikkan oleh  masyarakat dunia
(Jaelani, et al., 2020a; Jaelani & Hanim,
2020). Oleh karena itu, pendekatan
asimilasi  berarti mengadopsi prinsip-
prinsip umum pembangunan berkelanjutan
dengan pandangan dunia agama, moral dan
budaya  lokal. Dengan  demikian,
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pendekatan kedua ini  membutuhkan
kontribusi agama untuk mendefinisikan
kembali konsep pembangunan

berkelanjutan dan membangun kembali
konsep tersebut dengan norma-norma dan
nilai-nilai agama (Astrom, 2011).
Indonesia memiliki mayoritas
penduduk muslim, sehingga pendekatan
asimilasi ini dapat digunakan dalam
pembangunan lingkungan yang
berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan
Islam terhadap lingkungan yang dirancang
dengan kerangka MS dapat diterapkan
untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan dengan dua tugas utama,
berupa penerapan sistem ekonomi Islam
tentang lingkungan dan vitalitasnya pada
lembaga pengelolaan sumber daya.
Mukhtar, et al. (2019) menyatakan
bahwa pendekatan keagamaan dalam Islam
yang digunakan untuk mewujudkan SDGs
dapat ditemukan dalam lima prinsip dasar
MS sebagai kunci utama dalam
pembangunan berkelanjutan itu sendiri.
Arsad et al. (2015) menjelaskan bahwa MS
terkait perlindungan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta sangat penting untuk
menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi
seluruh umat manusia. Karena tujuan
keseluruhan dari hukum Islam adalah untuk
memakmurkan  bumi  dan  menjaga
ketertiban hidup berdampingan secara
damai. Jadi, MS ini untuk menjamin
kesejahteraan dan kemanfaatan bumi
melalui ketakwaan umat beragama. Konsep
ini juga melahirkan etika lingkungan dalam
pandangan Islam. Hal ini sebagaimana
dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an
seperti pada Gambar 4 di bawabh ini:

Enourgement smrch | | Give
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Gambar 4. Etika Lingkungan dalam Al-

Qur'an
Dengan demikian, Islam telah
memberikan pandangan tentang
pembangunan lingkungan, dan
keseimbangan lingkungan, dan

keanekaragaman hayati melalui teks-teks
agama (Al-Qur'an dan Hadits Nabi). Islam
menekankan pentingnya etika lingkungan
yang diterapkan dalam semua aktivitas
manusia untuk menumbuhkan,
mengembangkan, = menggunakan  dan
mengelola sumber daya alam secara
berkelanjutan (Firdaus, 2012; Jaelani et al.,
2017). Hal ini juga menunjukkan bahwa
pembangunan berkelanjutan dapat
diwujudkan melalui aktualisasi maqgasid
syariah dalam konteks hubungan manusia
dan lingkungan itu sendiri, sehingga
aktivitas manusia harus  mendukung
lingkungan, melindungi hak-hak
masyarakat, dan tidak membahayakan
kehidupan sosial dan ekonomi.

KESIMPULAN

Al-Quran memiliki visi sebagai sebagai
pandangan dunia Islam dan etika lingkungan
yang mengarahkan manusia untuk memiliki
komitmen dengan sikap yang ramah terharap
lingkungan. Manusia memiliki moral dengan
hati nurani yang aktif dalam menanamkan
tanggung  jawab  untuk  pemeliharaan,
pengelolaan, dan  penatagunaan  dalam
penggunaan dan kepemilikan properti fisik dan
sumber daya lingkungan, dan menggunakan
sumber daya alam dan lingkungan tanpa

menyebabkan  hilangnya keanekaragaman
hayati. Dalam perspektif magashid syariah,
penatagunaan  lingkungan  mengharuskan

manusia untuk menggunakan sumber daya alam
dengan memperhatikan etika untuk
meningkatkan  kesejahteraan ~ masyarakat,
menjaga makhluk hidup lainnya, dan generasi
mendatang. Indonesia memiliki sumber daya
alam yang melimpah, sehingga manusia dalam
untuk  memenuhi  kebutuhannya dilarang
dengan cara yang mengganggu keseimbangan
ekologi dan membahayakan kemampuan
generasi  mendatang  untuk  memenuhi
kebutuhannya. Karena Islam adalah agama
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yang ramah lingkungan berdasarkan al-Qur’an,
maka pembangunan  lingkungan  yang
berkelanjutan menjadi kewajiban setiap muslim
untuk mewujudkannya.
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